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ABSTRAK

Fenomena perkawinan di bawah umur di Lombok Tengah
menunjukkan adanya ketegangan antara aturan negara dan praktik
perkawinan adat yang hidup dalam masyarakat. Berangkat dari
permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan mengungkap alasan di
balik keberlangsungan praktik perkawinan adat yang berbeda dengan
ketentuan usia minimum dari negara, mengeksplorasi pengaruhnya
terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pasangan dalam kehidupan
rumah tangga, serta menjelaskan sejauhmana peran otoritas adat dan
agama membentuk pemahaman masyarakat terkait penerapan usia
minimum perkawinan. Penelitian ini juga bertujuan mengkaji respons
otoritas hukum, Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan
Agama, terhadap praktik perkawinan di bawah umur yang ada di
Lombok Tengah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal dalam
kerangka penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif-analitik-
eksplanatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 38
informan, mencakup tokoh adat, tokoh agama, pasangan di bawah
umur, orang tua pasangan di bawah umur, masyarakat setempat,
pejabat KUA dan hakim Pengadilan Agama. Observasi langsung
terhadap pelaksanaan perkawinan adat serta kajian dokumen hukum,
seperti putusan Pengadilan Agama dan arsip KUA, dilakukan sebagai
bagian dari pengumpulan data primer untuk memperkuat dan
memperdalam temuan lapangan. Analisis terhadap temuan lapangan
dilakukan menggunakan teori konstruksi sosial dan teori transkrip
tersembunyi untuk membedah hubungan dinamis antara hukum
negara dan nilai-nilai lokal.

Penelitian ini menemukan bahwa, pertama, masyarakat
Lombok Tengah melestarikan praktik perkawinan adat (merarik)
karena meyakini kesiapan menikah ditunjukkan melalui keterampilan
praktis seperti menenun, bertani atau menggembala yang
mencerminkan kedewasaan bukan melalui usia biologis. Kedua,
praktik perkawinan adat berpengaruh positif terhadap pemenuhan hak
dan kewajiban pasangan dalam rumah tangga. Pembagian peran
berbasis keterampilan tidak hanya menandai kesiapan menikah, tetapi
juga memperkuat kemandirian ekonomi dan tanggung jawab
domestik. Prosesi perkawinan adat seperti nyelabar, begawe dan
nyongkolan juga turut mempererat hubungan antarkeluarga serta
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membentuk jaringan dukungan sosial yang menopang kohesi rumah
tangga.

Ketiga, pemahaman masyarakat tentang usia minimum
perkawinan dipengaruhi oleh tokoh adat dan tokoh agama. Tokoh
adat menanamkan nilai kesiapan menikah berdasarkan keterampilan
praktis sebagai simbol kedewasaan, sementara tokoh agama (tuan
guru) memaknainya melalui status baligh dan memberikan legitimasi
keagamaan pada praktik perkawinan adat yang menyebabkan
perkawinan di bawah umur. Masyarakat pun tidak menolak hukum
negara secara langsung, tetapi menyiasatinya melalui reproduksi nilai
budaya sehari-hari, seperti praktik perkawinan di bawah tangan yang
dilegitimasi oleh perkawinan adat sebagai wujud transkrip
tersembunyi terhadap regulasi negara.

Keempat, merespons praktik perkawinan di bawah umur akibat
perkawinan adat, KUA menolak pencatatan kehendak nikah pasangan
yang belum mencapai usia minimum dan mengarahkan mereka
mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Praya. Adapun
Pengadilan Agama Praya memproses permohonan dispensasi kawin
dan isbat nikah secara prosedural. Dispensasi kawin dikabulkan atas
dasar menjaga kehormatan keluarga, kesiapan ekonomi, restu orang
tua serta kekhawatiran akan terjadinya zina. Sebaliknya, permohonan
ditolak karena ketidaksiapan fisik dan mental, risiko putus sekolah
serta potensi pelanggaran hak anak. Isbat nikah juga diterima bagi
pasangan yang menikah secara adat setelah keduanya memenuhi usia
administratif. Temuan-temuan dalam penelitian ini mengarah pada
poin penting yang menjadi kontribusi ilmiah penelitian, yakni
pengungkapan cara masyarakat dan negara membentuk ruang
kompromi melalui legitimasi kultural dan praktik administratif
terhadap perkawinan di bawah umur.

Kata Kunci: Perkawinan di Bawah Umur, Otoritas Agama dan Adat,

Hukum dan Usia Minimum, Konstruksi Sosial dan Transkrip
Tersembunyi, Lombok Tengah
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ABSTRACT

The phenomenon of underage marriage in Central Lombok
reveals a tension between state regulations and the customary
marriage practices embedded within the community. Arising from
this issue, the present study aims to uncover the reasons behind the
persistence of customary marriage practices that diverge from the
state's minimum age requirements, explore their impact on the
fulfilment of spousal rights and obligations in household life, and
explain the extent to which traditional and religious authorities shape
societal understandings regarding the application of the minimum age
of marriage. This study also seeks to examine the responses of legal
authorities, namely the Office of Religious Affairs (KUA) and the
Religious Court, to the practice of underage marriage in Central
Lombok.

This research adopts a socio-legal approach within a qualitative
framework, employing descriptive, analytical, and explanatory
methods. Data were collected through in-depth interviews with 38
informants, including traditional leaders, religious leaders, underage
couples, the parents of underage couples, local community members,
KUA officials, and judges from the Religious Court. Direct
observation of customary marriage practices and an examination of
legal documents, such as Religious Court rulings and KUA archives,
were conducted as part of the primary data collection process to
reinforce and deepen the field findings. The analysis of field data
draws upon social construction theory and the theory of hidden
transcripts to examine the dynamic interplay between state law and
local values.

This study finds, first, that the people of Central Lombok
preserve the practice of customary marriage (merarik) because they
believe readiness for marriage is indicated by practical skills such as
weaving, farming, or herding, which signify maturity, rather than by
biological age. Second, the practice of customary marriage has a
positive influence on the fulfilment of rights and obligations between
spouses within the household. The division of roles based on skills
not only signifies marital readiness but also strengthens economic
independence and domestic responsibility. Customary marriage
rituals such as nyelabar, begawe, and nyongkolan further reinforce
inter-family bonds and establish social support networks that
underpin household cohesion.

Xiv



Third, public understanding of the minimum age for marriage
is shaped by traditional and religious leaders. Traditional leaders instil
values of marital readiness based on practical skills as a symbol of
maturity, while religious leaders (tuan guru) interpret it through the
attainment of baligh and provide religious legitimacy for customary
marriage practices, thereby contributing to the occurrence of
underage marriage. The community does not explicitly reject state
law but circumvents it through the daily reproduction of cultural
values, such as unregistered marriages legitimised through customary
practices, which constitute a form of hidden transcript in response to
state regulations.

Fourth, in response to underage marriages resulting from
customary practices, the KUA refuses to register marriage intentions
of couples who have not reached the minimum age and directs them
to apply for a marriage dispensation through the Praya Religious
Court. The Religious Court of Praya processes applications for both
marriage dispensations and marriage validation (isbat nikah) in
accordance with procedural requirements. Marriage dispensations are
granted based on considerations such as preserving family honour,
economic readiness, parental consent, and concerns over the risk of
fornication. Conversely, applications are denied due to physical and
mental unpreparedness, the risk of dropping out of school, and the
potential violation of children's rights. Isbat nikah is also granted for
couples who married under customary law after both parties have
reached the administrative age. The findings of this study lead to a
key point that constitutes its scholarly contribution, namely the
revelation of how society and the state construct a space of
compromise through cultural legitimacy and administrative practices
in relation to underage marriage.

Keywords: Underage Marriage, Religious and Customary Authority,

Law and Minimum Age, Social Construction and Hidden Transcript,
Central Lombok
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Tansliterasi yang digunakan dalam penulisan disertasi ini mengacu
kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama R.I dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/1987 dan 0543
b/U/1987, tanggal 22 januari 1988 dengan sedikit penyesuaian.

A. Konsonan Tunggal

Huruf ;
Arab Nama Huruf Latin Keterangan
| Alif Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan
o Ba B/b Be
) ta’ T/t Te
& tsa’ S/§ tse (s titik di atas)
Jim 1/ Je
C
ha’ H/h Ha (h dengan titik di
C bawah)
: kha’ Kh/kh kha (gabungan k
C dengan h)
5 Dal D/d De
Xz zal’ Z/z zal (z dengan titik di
atas)
B ra’ R/r Er
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Huruf

Arab Nama Huruf Latin Keterangan

B zai’ Z/z Zet

o Sin S/s Es

S Syin Sy/sy es dan ye

P Sad S/s es (dengan titik di
bawah)

P Dad D/d de (dengan titik di
bawah)

L tha’ T/t t (dengan titik di
bawah)

5L za’ Z/7 z (dengan titik di
bawah)

¢ ‘ain ‘ Koma terbalik di

— atas,

3 Gain Gh ge (gabungan g dan

(- h)

b Fa F Ef

2l Kaf K Ka

J Lam L El
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Ii‘::ll)f Nama Huruf Latin Keterangan
P Mim Em
O Nun En
S Wawu We
. ha’ Ha
. Hamzah Apostrof
P ya’ Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

St Ditulis ‘iddah
Ta’marbutah
2 Bila diamalkan ditulis h
in Ditulis Hibah
L Ditulis Jizyah
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(Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata arab yang
sudah terserap kedalam bahasa Indonesia dan menjadi bahasa
baku, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu
terpisah, maka ditulis dengan h.

Karamah al-
| , .
;\."J j\a\m\ JS Ditulis auliva

2 Bila ta’marbuthah hidup atau dengan harkat, fathah, kasah
dan dammabh ditulis t.

J.LU\ sK) Ditulis zakatul fitri

C. Vokal Pendek

i Ditulis I
T Ditulis A
’ Ditulis U
D. Vokal Panjang
Fathah + alif Ditulis A
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Lals Ditulis Jahiliyyah
Fathah + ya’mati Ditulis A
gf“"i Ditulis yvas'a
Kasrah + ya’mati Ditulis 1
~ Jf Ditulis Karim
Dammah + wawu Ditulis o
mati
Pt Ditulis Furiidu
. Vokal Rangkap
Fyzth;};; Ditulis Ai
ﬁ‘ﬁ“}" Ditulis Bainakum
AT TS Ditulis Au
mati
Ut Ditulis Qaulun
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KATA PENGANTAR

> oA A

Alhamdulillah, segala puji dan syukur yang tiada terhingga
peneliti panjatkan ke hadirat Allah Swt., Dzat Yang Maha Pemurah
dan Maha Penyayang atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya
yang senantiasa mengiringi setiap langkah kehidupan. Berkat
pertolongan-Nya, disertasi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan
penuh kesabaran dan ketekunan. Shalawat serta salam semoga selalu
tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., sang suri teladan sepanjang
zaman, beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir
hayat.

Dengan penuh ketulusan dan kesadaran, peneliti menyadari
bahwa dalam penyusunan disertasi ini tidak terlepas dari bantuan dan
dukungan berbagai pihak yang telah memberikan doa, bimbingan
serta motivasi dalam perjalanan panjang yang penuh tantangan ini.
Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati dan penuh
penghormatan serta penghargaan, peneliti ingin menyampaikan rasa
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai suatu ikatan
hukum dan sosial melainkan juga merupakan fase krusial dalam
siklus kehidupan manusia.! Sebagai institusi yang melekat dalam
struktur masyarakat, perkawinan juga menandai peralihan penting
dari masa remaja menuju tahap kedewasaan sekaligus membawa
konsekuensi tanggung jawab baru yang menyangkut kehidupan
berkeluarga secara menyeluruh.? Untuk melangsungkan
perkawinan, terdapat persyaratan yang perlu dipenuhi, salah
satunya adalah mencapai usia minimum yang ditetapkan dalam
hukum negara, termasuk di Indonesia.’ Ketentuan ini tercantum
dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 yang
menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan
wanita telah mencapai usia 19 tahun.* Dengan menetapkan batas
usia tersebut, regulasi ini menunjukkan bahwa negara tidak
menghendaki terjadinya perkawinan di bawah usia yang

! Usep Koswara dkk., “Hakikat Perkawinan dalam Filsafat Hukum
Keluarga,” Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan 8, no. 2 (2023): 250-61,
doi:10.29300/qys.v8i2.12232.

2 Adriaan Bedner dan Stijn Van Huis, “Plurality of Marriage Law and
Marriage Registration for Muslims in Indonesia: A Plea for Pragmatism,” Utrecht
Law Review 6, no. 2 (2010): 175-91, doi:10.18352/ulr.130; Eva F Nisa, “The
Bureaucratization of Muslim Marriage in Indonesia,” Journal of Law and Religion
33, no. 2 (2018): 291-309, doi:10.1017/j1r.2018.28.

> Agus Purnomo dkk., “Dimensions of Magasid Al-Shari’ah and Human
Rights in the Constitutional Court’s Decision on Marriage Age Difference in
Indonesia,” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 7, no. 3 (2023):
1397-1421, doi:10.22373/sjhk.v7i3.13283.

4 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1”
(2019), https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019.



ditentukan. Artinya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7
Ayat 1 juga mengandung tujuan preventif, yakni mencegah praktik
perkawinan di bawah umur serta memberikan perlindungan
terhadap berbagai risiko yang mungkin timbul sebagaimana
dijelaskan oleh Sri Murni dalam tulisannya, risiko-risiko tersebut
meliputi masalah kesehatan reproduksi, terputusnya akses
pendidikan serta ketidaksiapan emosional dan mental dalam
menghadapi dinamika kehidupan berumah tangga.’

Namun data menunjukkan bahwa praktik perkawinan di
bawah umur masih berlangsung dalam angka yang cukup tinggi di
berbagai wilayah di Indonesia, meskipun ketentuan hukum telah
menetapkan batas usia minimum. Hal ini berdasarkan data temuan
bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi Provinsi
nomor dua dengan tingkat perkawinan di bawah umur di
Indonesia,® di mana pada tahun 2020 mencapai persentase 16,61%.
Angka ini mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 menjadi
16,59% dan kembali turun pada tahun 2022 menjadi 16,23%
sebagaimana yang diungkapkan oleh Plh Kepala Bidang Kualitas
Hidup Perempuan di DP3A2KB NTB, Siti Muzakarah. Sedangkan
pada tahun 2023, data Badan Pusat Statistik mencatat peningkatan
angka perkawinan di bawah umur di NTB hingga 17,32%.’

5 Sri Murni, “The Marriage Age Limit According to Indonesian Law No. 16,
2019 as Effort to Child Protection” (International Conference on Law, Economics
and Health (ICLEH 2020), Atlantis Press, 2020), 222-30,
doi:10.2991/aebmr.k.200513.047.

% Ahmad Viqi, “Kasus Pernikahan Anak di NTB Tertinggi Kedua di
Indonesia,” Detik.com, 27 Januari 2023, https://www.detik.com/bali/nusra/d-
6538110/kasus-pernikahan-anak-di-ntb-tertinggi-kedua-di-indonesia.

7 Buniamin Azmah, “Catatan di 2023, Kasus Pernikahan Usia Anak di NTB
Naik  Jadi 17.32 Persen,”  Inside  Lombok, 10 Juni 2024,
https://insidelombok.id/daerah/catatan-di-2023-kasus-pernikahan-usia-anak-di-ntb-
naik-jadi-17-32-persen/.



Siti Muzakarah menjelaskan bahwa meskipun angka tersebut
menunjukkan kenaikan, ia belum memperoleh data pasti mengenai
jumlah individu yang terlibat karena persentase itu bergantung
pada jumlah penduduk di NTB saat ini.® Sementara data
perkawinan di bawah umur pada tahun 2024 di NTB juga masih
belum dihimpun sebagaimana dinyatakan oleh Kepala DP3A2KB
NTB, Nunung Triningsih.® Lebih spesifik pada tingkatan
Kabupaten di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Tengah
menempati posisi pertama sebagai daerah yang melakukan praktik
perkawinan di bawah umur berdasarkan pernyataan dari Kepala
Advokasi, Kampanye, Komunikasi dan Media Save the Children
Indonesia, Troy Pantouw. '’

Upaya telah dilakukan oleh pemerintah Nusa Tenggara Barat
untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, seperti
menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) NTB Nomor 5 Tahun
2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak dan Peraturan
Gubernur NTB Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi
Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2023-2026."
Regulasi tersebut diperkuat dengan penerapan sanksi dan

8 Ibid.

? Nathea Citra, “Pemprov Klaim Pernikahan Dini di NTB Menurun,” 2
November 2024, https://www.detik.com/bali/nusra/d-7618979/pemprov-klaim-
pernikahan-dini-di-ntb-menurun.

19 Ahmad Vigqi, “Kasus Perkawinan Anak bawah Umur di NTB Meningkat,”
detikbali, 27 Januari 2023, berita edisi, https://www.detik.com/bali/nusra/d-
6538110/kasus-pernikahan-anak-di-ntb-tertinggi-kedua-di-indonesia.

I “Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021
tentang Perkawinan Anak,” Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2021,
https://jdih.ntbprov.go.id/content/perda-nomor-5-tahun-2021; “Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah
Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2023-2026 (Database Peraturan BPK, 2023),
https://peraturan.bpk.go.id/Details/279666/pergub-prov-nusa-tenggara-barat-no-
34-tahun-2.



pemberian penghargaan untuk mendorong kepatuhan, tetapi angka
perkawinan di bawah umur tetap mengalami kenaikan dengan
persentase 16,23% pada tahun 2022 menjadi 17,32% pada tahun
2023, menunjukkan bahwa peraturan yang ada belum sepenuhnya
efektif dalam menekan praktik tersebut.'?

Sebagai daerah dengan tingkat perkawinan di bawah umur
tertinggi di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Tengah
masih memegang kuat tradisi dan adat istiadat yang diwariskan
secara turun-temurun. Salah satunya adalah cara pandang terhadap
kematangan menikah. Konsep kematangan untuk menikah di
Masyarakat Lombok Tengah tidak hanya ditentukan oleh usia
biologis, namun keterampilan tertentu juga berperan penting dalam
menentukan kapan seseorang dianggap siap untuk menikah
(merarik)."* Hal ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap
kesiapan menikah tidak semata-mata didasarkan pada faktor usia.
Sebaliknya hukum negara telah mengatur usia minimum
perkawinan sebagai langkah perlindungan terhadap individu yang
belum cukup matang secara fisik, mental dan sosial untuk
menjalani kehidupan berumah tangga. '

Tingginya angka perkawinan di bawah umur di atas juga
menunjukkan adanya dinamika sosial yang kompleks. Di satu sisi
pemerintah telah menetapkan kebijakan yang tegas, termasuk
Peraturan Daerah NTB Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan
Gubernur NTB Nomor 34 Tahun 2023, sebagai bagian dari upaya

12 Buniamin Azmah, “Catatan di 2023, Kasus Pernikahan Usia Anak di NTB
Naik Jadi 17.32 Persen.”

13" Arif Sugitanata, Siti Aminah, dan Ahmad Muhasim, “Living Law and
Women Empowerment: Weaving Skills as a Marriage Requirement in Sade, West
Nusa Tenggara,” Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 15, no. 1 (2022): 145—
60, doi:10.14421/ahwal.2022.15108.

14 Retni Setiyawanti dan Anggar Putra, “The Psychological Impact of Early
Marriage on Family Harmonization,” International Journal on Advanced Science,
Education, and Religion 8, no. 1 (2025): 59-68, doi:10.33648/ijoaser.v8il.764.



menekan angka perkawinan di bawah umur.!® Pada sisi yang lain,
angka perkawinan di bawah umur di Nusa Tenggara Barat justru
masih tinggi dan bahkan mengalami peningkatan pada tahun
2023,'® khususnya di Kabupaten Lombok Tengah.!” Hal ini
mengindikasikan bahwa faktor sosial dan budaya masih memiliki
pengaruh yang signifikan dalam menentukan pola perkawinan di
daerah tersebut, sehingga fenomena yang telah diuraikan
menimbulkan pertanyaan penting mengenai alasan masyarakat
Lombok Tengah masih memberlakukan praktik perkawinan adat
yang berbeda dari ketentuan usia minimum perkawinan yang
berlaku di Indonesia.

Untuk memahami implikasi lebih jauh dari keberlanjutan
praktik perkawinan adat dalam kehidupan berkeluarga, muncul
pula pertanyaan lanjutan tentang apakah praktik tersebut
berpengaruh pada pemenuhan hak dan kewajiban pasangan dalam
kehidupan perkawinan? Sebab perkawinan bukan sekadar
seremoni atau peristiwa sosial yang berhenti pada ijab dan gabul.
Ia menandai dimulainya hubungan jangka panjang yang
melibatkan berbagai dimensi tanggung jawab, mulai dari
emosional hingga legal.'® Dalam kerangka ini kesadaran akan hak
dan kewajiban bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan.

15 “Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021
tentang Perkawinan Anak”; “Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 34
Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Tahun
2023-2026.”

16 Buniamin Azmah, “Catatan di 2023, Kasus Pernikahan Usia Anak di NTB
Naik Jadi 17.32 Persen.”

17 Ahmad Vigi, “Kasus Perkawinan Anak bawah Umur di NTB Meningkat.”

'8'S Samsidar dan M Marilang, “Hukum Islam dalam Perkawinan di
Indonesia: Telaah Sosial Budaya dan Implikasinya,” Ekspose: Jurnal Penelitian
Hukum dan Pendidikan 24, no. 1 (2025): 62—80, doi:10.30863/ekspose.v24i1.9517.



Guna menelusuri akar keberlangsungan praktik perkawinan
di bawah umur di Lombok Tengah, perhatian selanjutnya
diarahkan pada peran otoritas di baliknya, khususnya tokoh adat
dan agama yang masih memiliki pengaruh simbolik dan moral
yang kuat dalam masyarakat.!” Pandangan mereka juga masih
menjadi rujukan masyarakat Lombok Tengah dalam mengambil
keputusan, termasuk dalam urusan perkawinan.’’ Namun
sejauhmana mereka berperan secara nyata dalam mempengaruhi
cara masyarakat Lombok Tengah memahami aturan usia minimum
perkawinan yang ditetapkan negara menjadi persoalan penting dan
perlu dikaji secara mendalam. Apakah mereka menjadi jembatan
antara hukum negara atau justru berkontribusi pada penguatan
normal lokal yang berbeda arah?

Di tengah pertanyaan atas peran otoritas adat dan agama
tersebut, keberadaan otoritas hukum negara juga memegang
peranan penting dalam dinamika praktik perkawinan di Lombok
Tengah. Negara melalui institusi resminya seperti Kantor Urusan
Agama (KUA) dan Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi
secara administratif tetapi juga bertindak sebagai garda depan
dalam menegakkan aturan hukum,?! khususnya terkait batas usia

1 Moh Muhtador, Muhammad Said, dan Atika Ulfia Adlina, “Religion and
Authority: The Role of Tuan Guru in Shaping the Islamic Discourse of Sasak
Community in Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia.,” Walisongo: Jurnal
Penelitian Sosial Keagamaan 31,no. 1 (2023): 2542, doi:10.21580/ws.31.1.12725;
Sugitanata, Aminah, dan Muhasim, “Living Law and Women Empowerment:
Weaving Skills as a Marriage Requirement in Sade, West Nusa Tenggara.”

20 Baca: Oktaviani dan Arif Sugitanata, “Memberikan Hak Wali Nikah
kepada Kyai: Praktik Taukil Wali Nikah pada Masyarakat Adat Sasak Sade,” Al-
Ahwal:  Jurnal Hukum Keluarga Islam 12, no. 2 (2020): 161-72,
doi:10.14421/ahwal.2019.12204; Arif Sugitanata, “Larangan Adat Nyongkolan
dalam Perkawinan Masyarakat Sasak Lendang Beso pada Masa Pandemi Covid-19,”
Al-Ahwal:  Jurnal Hukum Keluarga Islam 13, no. 1 (2020): 68-78,
doi:10.14421/ahwal.2020.13107.

2! Bunyamin Bunyamin, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Upaya
Menanggulangi Pernikahan Sirri di Kota Bandar Lampung,” Jurnal Al-Wasith:
Jurnal Studi Hukum Islam 5, no. 2 (2020): 138-49, do0i:10.52802/wst.v5i2.10; Yusuf



minimum perkawinan. Akan tetapi tingginya angka perkawinan di
bawah umur di Lombok Tengah justru menimbulkan tanda tanya
terhadap efektivitas dan posisi tawar institusi-institusi tersebut
dalam menghadapi kekuatan budaya di masyarakat. Apakah
mereka menjalankan peran secara tegas ataukah justru melakukan
kompromi melalui mekanisme dispensasi, pembiaran atau bentuk-
bentuk toleransi lainnya? Di titik ini, penting untuk
mempertanyakan bagaimana otoritas hukum negara, khususnya
KUA dan Pengadilan Agama, merespons praktik perkawinan di
bawah umur di Lombok Tengah. Dalam konteks ini, keterkaitan
antara peran institusi negara dan realitas sosial yang membentuk
praktik perkawinan menjadi titik pijak penting untuk menelusuri
akar persoalan yang lebih luas.

Berangkat dari realitas yang ada, fenomena perkawinan di
bawah umur di Lombok Tengah merefleksikan kompleksitas relasi
antara norma hukum negara dan praktik sosial-budaya yang
mengakar dalam kehidupan masyarakat. Belum sejalannya
ketentuan hukum mengenai batas usia minimum perkawinan
dengan realitas di lapangan juga tidak hanya menimbulkan
keraguan terhadap efektivitas regulasi yang berlaku, tetapi
mengungkap perlunya penelitian mendalam atas peran aktor-aktor
dan nilai-nilai yang berkelindan dalam praktik tersebut.

. Rumusan Masalah
Berdasarkan serangkaian ulasan pada latar belakang masalah
di atas terkait dengan fenomena yang terjadi, penelitian ini
berusaha menjawab empat pertanyaan yang saling berkaitan, yaitu:
1. Mengapa  masyarakat Lombok  Tengah  masih
memberlakukan praktik perkawinan adat yang berbeda

Wibisono, “Revitalisasi Peran Strategis Penghulu dalam Pelayanan Keagamaan
Masyarakat dan Pengarusutamaan Moderasi Beragama,” AI-Mabsut: Jurnal Studi
Islam dan Sosial 14, no. 2 (2020): 192-205, doi:10.56997/almabsut.v14i2.450.



dari ketentuan usia minimum perkawinan yang berlaku di
Indonesia?

2. Apakah praktik perkawinan adat berpengaruh terhadap
pemenuhan hak dan kewajiban pasangan pada masyarakat
Lombok Tengah?

3. Sejauhmana otoritas adat dan agama berpengaruh pada
pemahaman masyarakat Lombok Tengah terkait
penerapan usia minimum perkawinan?

4. Bagaimana otoritas hukum negara, KUA dan Pengadilan
Agama, merespons praktik perkawinan di bawah umur di
Lombok Tengah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Aspek penting dalam suatu penelitian adalah
menguraikan dan menjelaskan tujuan penelitian. Tujuan
utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan
menganalisis alasan yang melatarbelakangi masyarakat
Lombok Tengah dalam memberlakukan praktik perkawinan
adat yang berbeda dari ketentuan usia minimum perkawinan
yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan
untuk menjelaskan pengaruh praktik perkawinan adat
terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pasangan dalam
kehidupan perkawinan masyarakat Lombok Tengah.
Kemudian penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi
sejauhmana otoritas adat dan agama berpengaruh terhadap
pemahaman masyarakat terkait penerapan usia minimum
perkawinan. Penelitian ini selanjutnya bertujuan untuk
menjelaskan respons otoritas hukum negara, yaitu Kantor
Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama terhadap
praktik perkawinan di bawah umur yang terjadi di Lombok
Tengah.



2. Kegunaan Penelitian

Aspek penting lainnya dari penelitian yang tidak boleh
diabaikan adalah kegunaannya. Penelitian ini diharapkan
memiliki beberapa kegunaan penting, baik dalam konteks
akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini
dapat memperkaya literatur tentang dinamika perkawinan
adat di Lombok Tengah dan melihat bagaimana peran tokoh
adat dan tokoh agama atau tuan guru terhadap pemahaman
masyarakat terkait ketentuan hukum, khususnya usia
minimum perkawinan. Penelitian ini juga dapat menjadi
referensi bagi studi-studi lebih lanjut mengenai interaksi
antara hukum adat dan hukum negara dalam konteks
perkawinan di Indonesia.

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan
rekomendasi yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan,
khususnya dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif
untuk meningkatkan penerapan ketentuan usia minimum
perkawinan di Lombok Tengah dan daerah lainnya yang
memiliki karakteristik serupa. Penelitian ini juga dapat
membantu otoritas hukum seperti KUA dan Pengadilan
Agama dalam memahami lebih baik fenomena perkawinan
di bawah umur dan meresponsnya dengan kebijakan yang
lebih tepat dan sensitif terhadap konteks budaya lokal.
Penelitian ini kemudian diharapkan dapat memberikan
kontribusi bagi tokoh adat dan tokoh agama atau tuan guru
dalam upaya mereka mendukung harmonisasi antara adat
dan hukum negara dalam praktik perkawinan.

D. Kajian Pustaka
Penelaahan kajian literatur yang berkaitan dengan suku
Sasak di Lombok Tengah dan usia minimum perkawinan telah
dilakukan, baik yang menggunakan kajian kepustakaan maupun
lapangan. Adapun kajian pustaka yang membahas Lombok Tengah



sebagai lokasi penelitian dan berhubungan dengan perkawinan
telah dilakukan seperti penelitian yang menjelaskan bahwa dalam
perkawinan Sasak di Lombok Tengah, masih diselimuti dengan
prosesi-prosesi yang kental akan pemujaan terhadap nenek
moyang atau leluhur yang menjadi warisan dan tidak boleh
dilupakan. Peninggalan leluhur tersebut berperan besar dalam
rangkaian prosesi perkawinan hingga selesai.??

Pada prosesi perkawinan atau yang dalam istilah sasak juga
dikenal dengan merarik, merupakan suatu praktik yang masih
diberlakukan dan diiringi dengan berbagai tradisi lainnya, seperti
tradisi midang,** ngorek,> begawe,*® aji kerame,”’ nyongkolan®®

2 M. Yakub Hamsun dan Akhirul Aminulloh, “Tradisi Kawin Culik
Masyarakat Suku Sasak di Lombok Tengah dalam Perspektif Komunikasi Budaya,”
JISIP:  Jurnal Imu Sosial dan Ilmu Politik 6, no. 3 (2017): 88-96,
doi:10.33366/jisip.v6i3.1465.

2 EBrwinsya Erwinsya, Eko Handoyo, dan Thriwaty Arsal, “Merariq
Tradition of Sasak Tribe in Social Construction and National Law,” JESS (Journal
of  Educational  Social  Studies) 9, no. 1 (2020):  48-55,
https://journal.unnes.ac.id/sju/jess/article/view/43255.

2 Muhamad Alfin Tarmizi dan Ibrahim Ali, “Value Education dalam Tradisi
Midang di Masyarakat Sasak,” vol. 2, 2023, 1200-1203,
https://journal.ummat.ac.id/index.php/semnaslppm/article/view/15323.

% Jamaludin Jamaludin dan Arif Sugitanata, “Tradisi Ngorek pada Upacara
Nyongkolan Perkawinan Adat Sasak Tanak Awu,” Al-Hukama’ 10, no. 2 (2020):
319-48, doi:10.15642/alhukama.2020.10.2.319-348.

%6 Abdul Rahim, “Commodification Practices in the Begawe Sasak’s
Lombok Tradition,” KARSA Journal of Social and Islamic Culture 29, no. 1 (2021):
179-98, doi:10.19105/karsa.v29i1.4455.

27 Lalu Alfian Zakaria, “Tradisi Sorong Serah Aji Krama: Upaya
Memperkuat Hubungan Keluarga Suku Sasak,” De Jure: Jurnal Hukum dan
Syar’iah 10, no. 2 (2018): 1039, doi:10.18860/j-fsh.v10i2.6724.

2 Muh Rizwan Azzahidi, “Pendekatan ‘Urf dalam Studi Islam (Adat
Nyongkolan pada Suku Sasak dalam Studi Islam),” Manazhim 4, no. 2 (2022): 517—
31, doi:10.36088/manazhim.v4i2.1685.
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hingga mendakin.*® Praktik merarik di Masyarakat Sasak dalam
hal ini ternyata keberlangsungannya dapat menghadirkan konflik
yang memang telah diketahui sendiri oleh masyarakat Sasak dan
para tokoh juga belum memberikan pengaruh dalam
meminimalisir konflik tersebut sebagai upaya reinterpretasi adat
perkawinan masyarakat sasak.?° Prosesi perkawinan suku Sasak di
Lombok Tengah juga diwarnai dengan beberapa benda yang
menjadi simbol dari ritual perkawinan suku sasak, seperti keris,
benang rajut, uang bolong, sapuq (ikat kepala) dan lainnya. Benda-
benda tersebut memiliki makna sebagai bukti dari pengalihan
tanggung jawab wali perempuan atau orang tua mempelai
perempuan kepada suaminya.>!

Penelitian berikutnya terkait usia minimum perkawinan,
ditemukan bahwa hasil penelitian-penelitian sebelumnya berfokus
pada pembahasan dari sisi normatif, sosiologi hukum, psikologis
hingga antropologis, seperti penjelasan tentang pandangan ulama
klasik dan kontemporer mengenai batas usia nikah yang kemudian
diimplementasikan terhadap studi kasus di Kampung Nelayan
Desa  Saletreng  Situbondo, dengan  hasil  penelitian
mengungkapkan bahwa praktik perkawinan di bawah umur

% Haswatun Hasanah, “Makna Simbolik Tradisi ‘Mendakin’ pada Prosesi
Nyongkolan dalam Perkawinan Adat Bangsawan Sasak di Desa Sukarara
Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah” (Skripsi, UIN Mataram, 2020), 33,
https://etheses.uinmataram.ac.id/607/.

30 Fatma Amilia, Zusiana Elly T, dan Samsudin, “Reinterpretasi Tradisi
Merariq sebagai Resolusi Konflik Adat: Studi Pemikiran Tokoh Agama dan Tokoh
Adat di NTB,” Schemata: Jurnal Pascasarjana UIN Mataram 6, no. 2 (2017): 167—
84, d0i:10.20414/schemata.v6i2.843.

31 Syamsurrijal, “Makna Simbol dalam Ritual Perkawinan Suku Sasak di
Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat,” Humanitatis: Journal on Language and
Literature 4, no. 1 (2017): 53-73,
https://journal.universitasbumigora.ac.id/index.php/humanitatis/article/view/570.
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didasarkan atas alasan ekonomi.’> Perubahan batas usia

perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
kemudian dianalisis melalui berbagai perspektif hukum, termasuk
sadd al-dzari’ah, maslahah mursalah dan hukum progresif. Dari
sudut pandang sadd al-dzari’ah, peningkatan batas usia
perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan
bertujuan sebagai tindakan preventif untuk menghindari dampak
negatif perkawinan di bawah umur, seperti perceraian dan
ketimpangan gender.>* Sementara dari perspektif maslahah
mursalah menekankan bahwa perubahan tersebut mendukung
perlindungan keturunan, jiwa, akal dan ekonomi keluarga, sejalan
dengan tujuan hukum Islam yang berorientasi pada
kemaslahatan.>* Dalam kajian hukum progresif, perubahan
tersebut mencerminkan sifat hukum yang dinamis dan dapat
diperbaiki sesuai dengan perkembangan sosial demi kesejahteraan
masyarakat.>> Terdapat juga penjabaran batas usia dewasa yang
baik dilakukan dalam melangsungkan perkawinan dengan
mengkomparasikan UU No. 16 Tahun 2019 dan UU No. 1 Tahun
1974 tentang perkawinan serta KUHPerdata.*¢

32 Musdhalifah, “Age Limits for Marriage In Classic And Contemporary
Ulum Views; Analyst Study of Underage Marriage Practices in the Fisherman’s
Village of Saletreng Village, Situbondo Regency,” 4/-’Adalah: Jurnal Syariah dan
Hukum Islam 7, no. 2 (2022): 40621, doi:10.31538/adlh.v7i2.2907.

33 Taufiq Hidayat, “Tinjauan Saad al-Dzari’ah terhadap Batas Usia Minimal
Perkawinan di Indonesia,” El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga 5, no. 1 (2022): 56—
67, doi:10.22373/ujhk.v5i1.12271.

34 Iwan Romadhan Sitorus, “Usia Perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019
Perspektif Maslahah Mursalah,” NUANSA: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan
13, no. 2 (2020): 190-99, doi:10.29300/njsik.v13i2.3946.

35 Muhammad Jazil Rifgi, “Dinamika Perkembangan Batas Usia Perkawinan
dalam Perspektif Hukum Progresif,” Arena Hukum 15, no. 2 (2022): 285-306,
doi:10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.4.

% Amelia Khairunisa dan Atik Winanti, “Batas Usia Dewasa dalam
Melaksanakan Perkawinan: Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,” Jurnal
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Analisis lainnya mengenai batas usia ideal untuk menikah
yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019
didasarkan pada argumen bahwa batas usia yang diberlakukan
dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari sisi psikologi masih
belum mencerminkan kedewasaan yang matang. Argumentasi ini
berangkat dari pandangan bahwa individu yang melakukan
perkawinan di bawah umur cenderung masih labil dan belum
sepenuhnya mampu mengemban tanggung jawab atas hak dan
kewajiban dalam perkawinan.?’

Perbandingan batas usia perkawinan antara Indonesia dan
Malaysia secara lebih luas juga menunjukkan perbedaan
pendekatan hukum yang mendasar. Di Malaysia, Undang-Undang
Perkawinan mengakui sahnya pernikahan berdasarkan hukum
syarak, tetapi perkawinan di bawah umur tanpa izin Mahkamah
Rendah Syariah dianggap tidak sah menurut hukum negara,
sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Keluarga Islam
Negeri Pulau Pinang Tahun 2004.%® Sementara di Indonesia,
pembatasan usia minimum perkawinan mengalami perubahan
dengan diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan
batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan,
menghapus ketentuan sebelumnya yang membedakan usia
minimal antara keduanya. Dari perspektif hukum Islam, tidak ada
batasan usia yang jelas untuk menikah, tetapi aspek baligh menjadi

Justitia: Jurnal Illmu Hukum dan Humaniora 8, no. 4 (2021): 774-84,
doi:10.31604/justitia.v8i4.774-784.

37 Yukhanid Abadiyah, Mohammad Noviani Ardi, dan Tali Tulab, “Usia
Dewasa dalam Menikah: Studi Kritis dalam Ilmu Psikologis dan Kompilasi Hukum
Islam,” Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial 8, no. 2 (2020): 377—
90, doi:10.30868/am.v8i02.793.

3% Edi Yuhemansyah dan Mohd Hakim Bin Mohd Akhir, “Implementasi
Batas Umur Pernikahan (Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syari’ah Bukit
Mertajam Pulau Pinang),” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 2,
no. 2 (2018): 485-501, doi:10.22373/sjhk.v2i2.4749.
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pertimbangan utama.®® Pendekatan ini kemudian diselaraskan
dengan metode maslahah mursalah dalam hukum Islam yang
menekankan bahwa penetapan batas usia harus berorientasi pada
kemaslahatan individu dan masyarakat.*’

Penelitian lainnya telah dilakukan dengan pendekatan
antropologis, seperti penelitian yang menjelaskan nilai budaya di
Masyarakat Batak Toba, yaitu hamoraoan, hagabeon dan
hasangapon yang memainkan peran penting dalam membentuk
perilaku perkawinan mereka, terutama terkait dengan batasan usia
perkawinan yang ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun 1974.
Masyarakat Batak Toba umumnya mengikuti norma hukum ini
dengan menikah pada usia yang lebih matang, biasanya di atas 20
tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki, menunjukkan
kepatuhan terhadap batas usia perkawinan yang telah ditentukan
oleh Negara.*!

Terdapat juga tradisi perkawinan di bawah umur dalam suatu
komunitas yang seringkali berasal dari adat, kepercayaan dan
mitos dengan menganggap praktik tersebut sebagai bagian dari
struktur sosial dan interaksi dalam masyarakat yang bertujuan
untuk memperkuat hubungan kekerabatan. Perempuan dalam hal
ini sering dilihat sebagai pihak yang lebih rendah sehingga
menyebabkan banyak gadis muda menjadi korban dari norma-
norma tradisional yang kuat. Situasi ini semakin diperparah

39 Zulfahmi, “Usia Nikah menurut Hukum Islam dan Hukum Positif,” At-
Tabyyun: Journal of Islamic Studies 3, mno. 1 (2021): 33-48,
doi:10.47766/atjis.v3il.1751.

40 Saidatur Rohmah, “Batas Usia Menikah dalam Perspektif Hukum Islam
dan Hukum di Indonesia,” Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah 17, no. 1 (2021): 1—
15, doi:10.33477/thk.v17i1.2019.

41 Zulfadli Barus, “Analisis Antropologi Hukum tentang Pengaruh Nilai-
Nilai Budaya terhadap Budaya Hukum Masyarakat Batak-Toba terkait dengan Batas
Usia Kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” Yustisia 3, no. 2
(2014): 13746, doi:10.20961/yustisia.v3i2.11110.
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dengan pemahaman agama yang tidak kontekstual, khususnya
interpretasi ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan perkawinan
yang seringkali  disalahartikan, sehingga orang masih
mengutamakan pandangan agama yang kurang dipahami dengan
benar daripada mengikuti hukum formal yang berlaku.*?

Ditemukan juga secara lebih spesifik hasil penelitian dari
Murdan yang secara umum menjelaskan pluralisme perkawinan
yang ada di masyarakat muslim Sasak di Lombok, NTB. Meskipun
tidak secara mendetail menjabarkan tentang usia minimum
perkawinan, namun pada bab 4,* Murdan menyinggung tentang
batasan dari usia perkawinan masyarakat Sasak yang belum
ditentukan dengan mengutip argumen yang sama dari
Taufiqurrohman Syahuri.** Miftahur Ridho kemudian dalam
penelitiannya menegaskan bahwa dalam masyarakat Sasak,
konsep kedewasaan lebih banyak ditentukan oleh status
pernikahan dibandingkan dengan batas usia tertentu. Ridho
mengidentifikasi tiga kategori perkembangan sosial dalam
masyarakat Sasak, yaitu bebeaq (anak kecil), kanak (anak yang
mulai memahami norma sosial) dan terune/dedare (remaja yang
dianggap siap menikah). Transisi dari masa kanak-kanak ke masa
dewasa menurut Ridho ditandai oleh praktik perkawinan (merarik)
bukan oleh usia atau kesiapan emosional.*’

4 Abdurrahman Hakim, “Tinjauan Antropologi Hukum dan Magqashid Al-
Syariah tentang Perkawinan Usia Dini,” Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan
Hukum 14, no. 2 (2020): 283-302, doi:10.24239/blc.v14i2.570.

43 Murdan, “Pluralisme Hukum di Indonesia: Interlegality dalam Perkawinan
Masyarakat Islam Sasak” (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2020), 195.

4 Taufiqurrohman Syahuri, Legalisasi Hukum Perkawinan di Indonesia:
Pro-Kontra Pembentukannya hingga Putusan Mahkamah Konstitusi (Jakarta:
Kencana, 2016), 65.

4 Miftahur Ridho, “Konstruksi Sosial Masa Kanak-Kanak dan Implikasinya
terhadap Praktik Pengasuhan Anak pada Masyarakat Sasak di Pulau Lombok—
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Beragam hasil penelitian yang telah diuraikan di atas
mengenai praktik perkawinan dalam masyarakat Sasak di Lombok
Tengah sebagian besar berfokus pada aspek prosesi budaya,
simbolisme adat serta menggunakan pendekatan normatif,
sosiologi hukum, psikologis hingga antropologis terhadap usia
perkawinan sebagaimana di atur dalam hukum Islam dan
perundang-undangan nasional. Kajian-kajian tersebut memberikan
kontribusi penting dalam memahami nilai-nilai tradisional yang
menyertai praktik adat di Lombok Tengah serta upaya negara
dalam meregulasi usia minimum perkawinan. Namun demikian
kajian-kajian yang telah ada cenderung belum menyentuh secara
mendalam interaksi antara faktor sosial-budaya, otoritas adat dan
keagamaan serta respons kelembagaan negara atau otoritas hukum
terkait dengan fenomena praktik perkawinan di bawah umur.

Oleh karena itu di sinilah letak celah penting yang coba diisi
atau dilengkapi dalam penelitian ini. Pertama, penelitian ini
berangkat dari pertanyaan tentang mengapa masyarakat Lombok
Tengah masih memberlakukan praktik perkawinan adat yang
berbeda dari ketentuan usia minimum perkawinan yang berlaku di
Indonesia? Pertanyaan ini menjadi pintu masuk untuk memahami
rasionalitas sosial dan kultural di balik keberlanjutan praktik
tersebut. Kedua, penelitian ini juga mempertanyakan apakah
praktik perkawinan adat berpengaruh terhadap pemenuhan hak dan
kewajiban pasangan pada masyarakat Lombok Tengah? Fokus ini
membuka ruang untuk menganalisis dampak sosial yang timbul
dari praktik tersebut dalam kehidupan rumah tangga. Ketiga,
penelitian ini menyoroti sejauhmana otoritas adat dan agama
berpengaruh pada pemahaman masyarakat Lombok Tengah terkait
penerapan usia minimum perkawinan? Melalui pertanyaan ketiga
ini, peneliti mengkaji bagaimana narasi otoritas adat dan agama

Indonesia” (Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), 132-36,
https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17399/.

16



turut membentuk persepsi dan praktik hukum di tingkat akar
rumput. Terakhir, penelitian ini juga mengajukan pertanyaan
tentang bagaimana otoritas hukum negara, KUA dan Pengadilan
Agama, merespons praktik perkawinan di bawah umur di Lombok
Tengah? Hal ini memungkinkan eksplorasi secara mendalam
terhadap dinamika kelembagaan negara dalam menegakkan
regulasi di tengah keberlangsungan nilai-nilai lokal. Dengan
merespons keempat pertanyaan ini secara terpadu, penelitian ini
tidak hanya memperkaya wacana akademik, tetapi juga
menunjukkan kompleksitas interaksi antara hukum negara, adat
dan agama dalam konteks sosial yang mempengaruhi praktik
perkawinan di Lombok Tengah.

. Kerangka Teoretik
Penelitian ini mendasarkan argumentasi penjelasan dari
pemikiran yang telah dibangun sebagai kerangka teoretik, yaitu
menggunakan teori konstruksi sosial dan teori transkrip
tersembunyi yang dijelaskan sebagai berikut:
1. Teori Konstruksi Sosial
Teori konstruksi sosial adalah kerangka kerja teoritis
yang digunakan dalam bidang sosiologi dan ilmu sosial
lainnya.*® Teori ini menyatakan bahwa makna sosial, norma,
nilai dan realitas sosial tidak bersifat inheren atau universal
melainkan dibentuk dan diciptakan oleh manusia melalui
proses interaksi sosial dan bahasa.*’ Konsep ini
menunjukkan bahwa penentuan standar dan norma

4 Uwe Flick, “Social Representations and the Social Construction of
Everyday Knowledge: Theoretical and Methodological Queries,” Social Science
Information 33, no. 2 (1 Juni 1994): 179-97, doi:10.1177/053901894033002003.

47 Ferry Adhi Dharma, “The Social Construction of Reality: Peter L. Berger’s
Thoughts About Social Reality,” Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi 7, no. 1 (2018): 1—
9, d0i:10.21070/kanal.v6i2.10.
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masyarakat yang biasanya disebut sebagai “benar” atau
“normal” muncul melalui mekanisme sosial yang rumit,
mencakup interpretasi kolektif, pengaruh budaya dan evolusi
dinamis dari ekspektasi masyarakat.** Tokoh-tokoh yang
berperan penting dalam penyebaran, pengembangan dan
kemajuan gagasan ini antara lain Peter Ludwig Berger dan
Thomas Luckmann.*’ Dalam publikasi penting mereka yang
berjudul “The Social Construction of Reality: A Treatise in
the Sociology of Knowledge”, kedua penulis tersebut
merumuskan prinsip-prinsip dasar dari teori konstruksi

sosial.”’

1 52

Berger’! dan Luckmann®’ dalam teori konstruksi

sosialnya menyatakan bahwa masyarakat menciptakan dan

4 Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, The Social Construction of
Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge (New York: Penguin Books,
1966), 194.

4 Ibid., 11-205.
30 Ibid., 149-83.

3! Peter Ludwig Berger merupakan ilmuwan sosiologi di Amerika Serikat
yang lahir di Wina, Austria pada 17 Maret 1929 dari keluarga Yahudi yang
kemudian bermigrasi ke Amerika Serikat dan memeluk Kekristenan, Ia menempuh
pendidikan teologi di Lutheran Theological Seminary dan meraih gelar doktor dalam
sosiologi dari The New School for Social Research dengan pengaruh kuat dari Max
Weber, Alfred Schutz dan Karl Mannheim. Baca: Sukidin dan Pudjo Suharso,
Pemikiran Sosiologi Kontemporer (Jember: Jember University Press, 2015), 9-11.

52 Thomas Luckmann lahir di Freiwaldau, Cekoslowakia pada 14 Oktober
1927 dari keluarga berlatar Katolik dan Yahudi, belajar filsafat di Wina dan Paris
sebelum melanjutkan pendidikan doktoral di The New School, di mana ia mulai
berkolaborasi dengan Berger. Berbeda dari Berger yang banyak berkiprah di Boston
University dan menjadi figur publik dalam studi sosiologi agama dan modernitas,
Luckmann mengembangkan karier akademik utamanya di Jerman, khususnya di
Universitas Konstanz dan dikenal luas berkat kontribusinya dalam sosiologi
pengetahuan serta komunikasi dengan pengaruh mendalam dari Alfred Schutz dan
tradisi fenomenologi. Baca: Ferry Adhi Dharma, “Konstruksi Realitas Sosial:
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mempraktikkan realitas melalui tiga proses utama yaitu,
eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Eksternalisasi
adalah proses di mana individu mengekspresikan ide,
gagasan atau tindakan ke dalam dunia sosial yang
menciptakan realitas sehingga dapat diamati. Objektivasi
terjadi ketika hasil eksternalisasi tersebut menjadi sesuatu
yang dianggap nyata, tetap dan memiliki eksistensi
independen dari individu, misalnya norma, tradisi atau
institusi sosial. Terakhir, internalisasi adalah proses di mana
individu menyerap realitas yang telah diobjektivikasi itu ke
dalam kesadaran mereka, menjadikannya bagian dari cara
mereka memahami dunia. Proses ini menunjukkan bahwa
realitas sosial bersifat dinamis dan diciptakan melalui
interaksi manusia yang terus-menerus.>>

Meskipun teori konstruksi sosial telah menjadi pijakan
penting dalam menjelaskan bagaimana realitas sosial
terbentuk, teori ini tidak luput dari perdebatan ilmiah. Salah
satunya datang dari kalangan realis sosial dan ilmuwan yang
berakar pada teori positivistik dengan menganggap bahwa
teori ini cenderung mengaburkan batas antara fakta objektif
dan konstruksi sosial. Mereka menyatakan bahwa tidak
semua aspek realitas bisa sepenuhnya dianggap sebagai hasil
konstruksi manusia. Misalnya struktur biologis, hukum alam
atau kebutuhan dasar manusia sering kali tetap eksis terlepas
dari  bagaimana  masyarakat = menafsirkan  atau
mengkonstruksinya.®* Hal ini menegaskan bahwa teori

Pemikiran Peter L. Berger tentang Kenyataan Sosial,” Kanal: Jurnal Ilmu
Komunikasi 7, no. 1 (2018): 1-9, doi:10.21070/kanal.v6i2.101.

53 Berger dan Luckmann, The Social Construction of Reality: A Treatise in

the Sociology of Knowledge.

5% Lihat Martyn Hammersley, What’s Wrong with Ethnography?

Methodological Explorations (London: Routledge, 1992), 57-63 untuk kritik
terhadap konstruktivisme sosial yang dianggap mengaburkan batas antara fakta
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konstruktivis terlalu menekankan pada relativisme dan bisa
berpotensi mengabaikan kenyataan objektif yang bersifat
universal.

Para akademisi seperti lan Hacking dan Margaret S.
Archer juga memberikan catatan kritis terhadap teori Berger
dan Luckmann. Ian Hacking dalam kerangka berpikirnya
tentang “looping effect”, mengkritisi bahwa tidak semua
kategori sosial yang dikonstruksikan akan tetap stabil atau
berulang secara konsisten. [a menyoroti bagaimana identitas
sosial dan perilaku masyarakat bisa berubah ketika suatu
kategori sosial diketahui oleh subjeknya yang pada
gilirannya mengubah bagaimana mereka bertindak dan
dipersepsikan.”® Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi
sosial bukanlah suatu proses linier atau tetap melainkan
dinamis dan kadang tidak dapat diprediksi. Sementara
Archer melalui teori realisme kritis menolak pandangan
bahwa agen sosial sepenuhnya terbentuk oleh struktur sosial
yang mereka internalisasi. la menekankan pentingnya
refleksi kritis individu dan agensi personal dalam
membentuk struktur sehingga hubungan antara individu dan

sosial dan fakta objektif; John R. Searle, The Construction of Social Reality (New
York: Free Press, 1995), 25-30 yang membedakan antara brute facts dan
institutional facts dan menegaskan bahwa realitas biologis tidak dikonstruksi secara
sosial; Lihat juga Roy Bhaskar, 4 Realist Theory of Science (London: Verso, 1978),
13-22; Dave Elder-Vass, The Reality of Social Construction (Cambridge:
Cambridge University Press, 2012), 4-7 yang menawarkan pendekatan
konstruksionisme yang berpijak pada realisme sosial.

55 Hacking memperkenalkan konsep looping effect untuk menjelaskan
bagaimana kategori sosial dapat berubah ketika individu yang termasuk dalam
kategori tersebut menyadari dan merespons label yang diberikan sehingga
mempengaruhi kembali cara masyarakat memahami kategori itu. Baca: Ian Hacking,
The Social Construction of What? (Cambridge: Harvard University Press, 1999),
99-105.
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struktur tidak hanya satu arah seperti yang terkesan dalam
model Berger dan Luckmann.>®

Pandangan lainnya juga datang dari teori strukturalis
dan pasca-strukturalis, seperti yang diwakili oleh Michel
Foucault. Foucault alih-alih berbicara tentang konstruksi
sosial secara umum melainkan lebih menekankan pada
bagaimana kekuasaan dan wacana mendefinisikan
kebenaran sosial. Ia menggarisbawahi bahwa realitas sosial
tidak hanya dikonstruksikan lewat interaksi antarindividu,
tetapi juga dipengaruhi oleh relasi kuasa yang tersembunyi
di balik institusi dan wacana.’” Dalam hal ini teori konstruksi
sosial bisa dianggap terlalu mengabaikan dimensi kekuasaan
dan dominasi simbolik dalam pembentukan realitas sosial.

Meskipun demikian perdebatan-perdebatan terhadap
teori konstruksi sosial tersebut justru membuka ruang yang
produktif untuk  memperkuat dan  memperdalam
relevansinya dalam menganalisis persoalan sosial yang
kompleks dan kontekstual. Dalam kasus praktik perkawinan
adat di Lombok Tengah, teori ini memberikan kerangka
analisis yang tajam untuk memahami bagaimana realitas
sosial tentang usia ideal perkawinan dibentuk, dilembagakan
dan diwariskan lintas generasi. Proses eksternalisasi
menjelaskan bagaimana masyarakat mengekspresikan nilai-

¢ Archer menekankan pentingnya refleksi internal (internal conversation)

sebagai mekanisme utama dalam agensi manusia yang memungkinkan individu
merespons, menegosiasikan bahkan membentuk ulang struktur sosial yang ada
sehingga menolak pandangan deterministik atas struktur. Baca: Margaret S. Archer,
Structure, Agency and the Internal Conversation (Cambridge: Cambridge
University Press, 2003), 2-5, 130-38.

7 Foucault menekankan bahwa realitas sosial dibentuk bukan semata-mata

oleh interaksi sosial tetapi melalui hubungan kuasa dan wacana yang dilembagakan,
di mana institusi memainkan peran sentral dalam mendefinisikan kebenaran. Baca:
Michel Foucault, Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-
1977, ed. oleh Colin Gordon (New York: Pantheon Books, 1980), 131-33, 194-96.
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nilai budaya dan keagamaan ke dalam praktik sosial yang
konkret, seperti perkawinan adat. Ketika praktik tersebut
berulang dan diterima secara kolektif, ia mengalami
objektivasi, yakni dianggap sebagai norma tetap yang wajar
dan bahkan sah. Selanjutnya melalui proses internalisasi,
nilai-nilai tersebut diserap ke dalam kesadaran individu
sebagai bagian dari identitas budaya tanpa selalu disadari
bahwa norma itu merupakan hasil konstruksi sosial.

Dengan demikian meskipun negara menetapkan batas
usia minimum perkawinan melalui regulasi formal,
masyarakat tetap merujuk pada norma adat yang telah lama
terbentuk dan dianggap lebih otoritatif secara sosial. Di
sinilah teori konstruksi sosial menjadi penting digunakan,
bukan karena ia mampu menjawab seluruh kompleksitas
persoalan, melainkan karena kemampuannya menjelaskan
dinamika ketegangan antara norma formal (legal) dan norma
informal (adat dan agama) serta bagaimana keduanya
beroperasi sebagai konstruksi sosial yang saling bersaing.
Selain memberikan kontribusi secara teoretis, teori ini juga
menawarkan landasan metodologis yang kokoh untuk
menelusuri bagaimana realitas hukum dipahami, ditafsirkan
dan dijalankan di tingkat lokal oleh masyarakat Lombok
Tengah. Melalui implementasi teori ini, penelitian tidak
berhenti pada deskripsi mengenai penyimpangan terhadap
hukum negara, melainkan menggali secara lebih mendalam
proses-proses sosial yang membentuk dan mengukuhkan apa
yang mereka anggap sebagai “‘kebenaran sosial”.

2. Teori Transkrip Tersembunyi

Teori selanjutnya yang digunakan adalah teori

transkrip tersembunyi dari James C. Scott®® yang bersumber

58 James C. Scott merupakan seorang ilmuwan politik, antropolog dan
sejarawan sosial asal Amerika Serikat yang dikenal luas karena kontribusinya dalam
studi tentang kekuasaan, resistensi dan masyarakat petani. Ia lahir pada 2 Desember
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pada karya pentingnya, seperti “Domination and the Arts of
Resistance”. Namun sebelum buku tersebut, perlu dicatat
bahwa gagasan dasar Scott tentang perlawanan sehari-hari
(everyday forms of resistance) telah dirintis dalam karya
terdahulunya, yaitu Weapons of the Weak: Everyday Forms
of Peasant Resistance. Buku ini merupakan hasil penelitian
etnografi Scott selama dua tahun di sebuah desa pertanian di
Kedah, Malaysia, bernama Sedaka, di mana ia mengamati
bahwa kaum tani miskin sering kali tidak melakukan
perlawanan secara terbuka terhadap elite desa yang dominan
secara ekonomi dan politik. Salah satu konflik utama yang
diteliti adalah penolakan terselubung para petani miskin
terhadap mekanisasi pertanian, khususnya penggunaan
mesin perontok padi (threshing machines) yang dianggap
sebagai simbol dominasi ekonomi oleh petani kaya. Scott
memetakan bahwa meskipun para petani miskin tidak
memprotes secara terang-terangan, mereka menunjukkan
resistensi dengan berbagai bentuk seperti memperlambat
kerja, menyabotase produksi, menyebar gosip, pura-pura
bodoh, menolak berbagi informasi teknis hingga
menciptakan narasi moral bahwa penggunaan mesin adalah

1936 di Mount Holly, New Jersey dan memperoleh gelar B.A. dari Williams College
pada tahun 1958 serta gelar Ph.D. dalam ilmu politik dari Yale University pada tahun
1967. Scott telah mengajar di Yale University sejak tahun 1976, di mana ia menjabat
sebagai Sterling Professor of Political Science serta menjadi pendiri Program in
Agrarian Studies. Pemikiran Scott dipengaruhi oleh studi lapangan dan pendekatan
interdisipliner dengan karya-karya penting seperti Weapons of the Weak: Everyday
Forms of Peasant Resistance, Domination and the Arts of Resistance dan Seeing
Like a State yang menjadikannya figur sentral dalam kajian tentang bentuk-bentuk
perlawanan non-revolusioner, infrapolitik dan otonomi lokal. Baca: Abhijit
Dasgupta, “Remembering James C. Scott (1936-2024): He redefined theories of the
state and peasant resistance,” Contributions to Indian Sociology 58, no. 2 (1 Juni
2024): 150-54, doi:10.1177/00699659251321267.
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bentuk keserakahan dan ketidakadilan.’® Melalui praktik ini,
Scott menunjukkan bahwa subordinasi tidak selalu identik
dengan kepatuhan, bahwa bentuk-bentuk resistensi yang
tersembunyi, meskipun tidak mengubah struktur secara
revolusioner namun dapat mengungkap adanya penolakan
terhadap dominasi yang tetap aktif dan bermakna.

Pengamatan ini kemudian dikembangkan lebih jauh
dalam Domination and the Arts of Resistance yang menjadi
karya teoretis utama Scott tentang “transkrip publik” dan
“transkrip  tersembunyi.” Scott menekankan dalam
publikasinya bahwa hegemoni ideologis dapat termanifestasi
dalam bentuk tindakan performatif yang disebut sebagai
“transkrip  publik.” Konsep ini berfungsi untuk
menyamarkan berbagai bentuk perbedaan pendapat serta
upaya kontra-hegemonik. Sementara ekspresi gagasan dan
tindakan yang menentang dominasi kekuasaan sering kali
tersembunyi disebut sebagai “transkrip tersembunyi,” yang
mencakup pemikiran maupun perilaku.®

Istilah “transkrip tersembunyi” digunakan oleh James
C. Scott untuk merujuk pada pandangan dan visi yang
diekspresikan secara diam-diam oleh kelompok-kelompok
dan orang-orang yang memberontak dan sengaja
disembunyikan untuk memastikan keamanan mereka di
hadapan struktur kekuasaan yang dominan. Individu terlibat
dalam gaya perilaku yang dikenal sebagai “ortopraksis”

% James C. Scott, Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant
Resistance (New Haven: Yale University Press, 1985), 3—6, 188-92.

60 James C. Scott, Domination and the Arts of Resistance (New Haven: Yale
University Press, 1990), 2-5, 27-29.
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seperti yang dijelaskan oleh Scott.® Mereka berpura-pura

patuh pada tatanan sosial dominan yang menjadi ciri khas
konteks sosialnya. Hal ini melibatkan kepatuhan terhadap
norma-norma sosial dan budaya yang sudah mapan untuk
melindungi diri mereka sendiri dari potensi dampak atau
hukuman tanpa menyetujui gagasan yang mendasari yang
mendukung struktur tersebut.®?

Scott memberikan contoh dari berbagai masyarakat
subordinat, termasuk budak di Amerika dan Brasil, petani di
Asia Tenggara serta kelompok-kelompok yang tertindas
dalam sistem feodal, kolonial atau otoriter. Individu dalam
posisi subordinat ini sering menunjukkan perilaku patuh dan
tunduk kepada pihak yang berkuasa, bukan karena setuju
tetapi sebagai strategi bertahan untuk menghindari hukuman
atau pembalasan. Namun mereka juga menggunakan strategi
subversi yang rumit, seperti dengan sengaja memperlambat
pekerjaan, berpura-pura tidak kompeten, menciptakan
solidaritas internal serta menggunakan bahasa sindiran dan
humor sebagai saluran kritik. Ekspresi-ekspresi ini
merupakan bagian dari apa yang disebut Scott sebagai
hidden transcript, yaitu bentuk wacana perlawanan
tersembunyi yang hanya muncul di luar pengawasan
langsung kekuasaan dan dapat ditemukan di berbagai
konteks sosial yang timpang secara global.®

Gagasan tentang “transkrip tersembunyi” dalam
perkembangannya sering digunakan dalam wacana ilmiah

6! Istilah “ortopraksis” bukan istilah yang secara eksplisit digunakan oleh
Scott melainkan interpretasi yang dipakai untuk menggambarkan praktik kepatuhan
simbolik atau ritualistik dalam konteks relasi kuasa.

62 Scott, Domination and the Arts of Resistance, 47, 24-26.

8 Ibid., 1-16, 22-23, 137-138; James C. Scott, Weapons of the Weak:
Everyday Forms of Peasant Resistance, 28-30, 317-319.
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tentang dinamika kekuasaan dan tindakan perlawanan. Teori
ini juga tidak hanya mencerminkan perlawanan yang
eksplisit terhadap kekuasaan dominan, tetapi juga mencakup
berbagai bentuk kepatuhan strategis yang sebenarnya adalah
ekspresi dari ketidaksepakatan atau negosiasi terhadap
norma yang dipaksakan. Hal ini berkaitan dengan berbagai
macam perlawanan dan perbedaan pendapat yang tetap
tersembunyi dari mereka yang memegang posisi otoritas.
Namun perlu dicatat bahwa transkrip yang tersembunyi
sering kali muncul dan menjadi nyata di tengah-tengah
perlawanan.®*

Penggunaan teori transkrip tersembunyi dalam
penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa ada dinamika
kekuasaan dan komunikasi yang tersembunyi di balik
praktik-praktik sosial dan budaya di Lombok Tengah,
khususnya dalam hal penerapan ketentuan usia minimum
perkawinan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa teori
transkrip tersembunyi yang diperkenalkan oleh James C.
Scott, membantu mengungkap dialog, sikap dan resistensi
yang tidak tampak secara langsung dalam hubungan
kekuasaan antara para aktor yang ada.

Teori ini dapat menjelaskan bahwa meskipun secara
formal masyarakat mungkin menunjukkan kepatuhan

64 Abu-Lughod mengembangkan konsep Scott dengan menunjukkan bahwa
resistensi tidak selalu bisa dipisahkan dari kekuasaan, ia menggunakan hidden
transcripts untuk memahami narasi-narasi perempuan Badui di Mesir sebagai
bentuk negosiasi kuasa. Baca: Lila Abu-Lughod, “The Romance of Resistance:
Tracing Transformations of Power Through Bedouin Women,” American
Ethnologist 17, no. 1 (1990): 41-55,
https://doi.org/10.1525/ae.1990.17.1.02a00030, Ortner juga meninjau teori
resistensi termasuk Scott dengan fokus pada bagaimana resistensi sering kali ambigu
dan terikat dalam relasi simbolik serta struktur dominasi yang kompleks. Baca:
Sherry B. Ortner, “Resistance and the Problem of Ethnographic Refusal,”
Comparative Studies in Society and History 37, no. 1 (1995): 173-93,
https://doi.org/10.1017/S0010417500019587.
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terhadap hukum negara, seperti ketentuan usia minimum
perkawinan, terdapat bentuk-bentuk resistensi atau
penolakan yang disampaikan secara terselubung melalui
praktik adat yang terus dipraktikkan. Transkrip tersembunyi
merepresentasikan keyakinan dan nilai-nilai yang tidak
selalu sejalan dengan norma yang diakui secara resmi oleh
negara. Teori ini relevan dalam menganalisis bagaimana
masyarakat Lombok Tengah, secara sadar maupun tidak
masih mempraktikkan adat sebagai bentuk resistensi
terhadap intervensi hukum negara. Hal ini karena transkrip
tersembunyi tidak selalu memerlukan pemahaman ataupun
pengetahuan eksplisit terhadap transkrip publik, tetapi lebih
pada praktik yang dilakukan di luar kendali atau pengawasan
kelompok dominan.%® Keberlanjutan praktik adat yang
mungkin berbeda dengan regulasi formal mencerminkan
bentuk perlawanan struktural yang menunjukkan adanya
otonomi dalam masyarakat, bahkan ketika aturan negara
secara tegas menetapkan batasan tertentu yang berpengaruh
terhadap sikap hukum serta praktik perkawinan yang
berkembang dalam masyarakat Lombok Tengah.

Teori transkrip tersembunyi juga memungkinkan
untuk menggali lebih dalam interaksi antara diskursus publik
dan tersembunyi yang terjadi dalam masyarakat serta
memberikan wawasan tentang cara-cara di mana kekuasaan
dijalankan dan dilawan dalam konteks sosial yang kompleks.
Hal ini penting dalam memahami respons otoritas hukum
negara terhadap praktik-praktik perkawinan di bawah umur
yang terus berlangsung meskipun ada regulasi yang jelas.

8 Transkrip tersembunyi tidak perlu dikembangkan dalam bentuk wacana

eksplisit yang diarahkan langsung terhadap transkrip publik. Ia dapat tumbuh
sebagai bentuk interaksi dan ekspresi kolektif yang terjadi di luar jangkauan
kekuasaan tanpa kesadaran penuh atau artikulasi yang sistematis oleh aktor
subordinat. Baca: Scott, Domination and the Arts of Resistance, 14—17.
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Meski demikian penggunaan teori ini tidak bebas dari
kritik. Pendekatan pasca-strukturalis, khususnya yang
berkembang dari pemikiran Michel Foucault mengingatkan
bahwa kekuasaan tidak hanya hadir secara vertikal melalui
dominasi langsung, tetapi juga tersebar melalui jaringan
wacana, institusi dan praktik sehari-hari yang membentuk
subjektivitas. Meskipun Foucault tidak secara langsung
mengkritik teori transkrip tersembunyi James C. Scott,
pendekatan genealogi kuasa yang ia kembangkan
menyiratkan keraguan terhadap pemisahan tegas antara
ruang publik dan ruang tersembunyi yang diasumsikan steril
dari pengaruh kekuasaan. Dalam Discipline and Punish: The
Birth of the Prison maupun The History of Sexuality,
Foucault menunjukkan bahwa kuasa bekerja melalui proses
normalisasi dan pengawasan yang meresap ke dalam ruang-
ruang yang tampak privat atau otonom.®® Oleh karena itu
anggapan bahwa terdapat ruang sosial yang sepenuhnya
aman bagi kelompok subordinat untuk mengekspresikan
resistensi tanpa intervensi kekuasaan perlu dikaji ulang
secara kritis, sehingga asumsi tentang adanya transkrip
tersembunyi yang steril dari pengaruh struktur dominan patut
dipertanyakan. Namun demikian justru dalam konteks
penelitian ini, teori Scott tetap relevan karena mampu
membongkar lapisan resistensi simbolik yang sering kali
tidak tampak oleh otoritas hukum maupun aktor negara.
Selain itu juga teori ini digunakan bukan karena menawarkan
solusi menyeluruh, tetapi karena 1a menyediakan alat
konseptual yang kuat untuk membaca negosiasi sosial dan

6 Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison, trans.
oleh Alan Sheridan (New York: Vintage Books, 1995), 195-228; Michel Foucault,
The History of Sexuality, Volume 1: An Introduction, trans. oleh Robert Hurley (New
York: Vintage Books, 1990), 92—102.
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bentuk-bentuk resistensi yang berlangsung secara diam-
diam di tengah tekanan hukum negara.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu sosial atau
yang disebut dengan kajian sosio-legal.®’ Kajian sosio-legal dalam
hal ini digunakan untuk mempelajari dinamika praktik perkawinan
di bawah umur di Lombok Tengah dan penerapan ketentuan usia
minimum perkawinan. Pendekatan sosio-legal dipilih karena
memungkinkan untuk mengintegrasikan aspek hukum dengan
dinamika sosial-budaya yang ada dalam masyarakat.

Jenis penelitian kualitatif juga dimanfaatkan dalam
penelitian ini untuk memberikan ruang dalam menjelaskan secara
mendalam proses berpikir rasional dan filosofis terhadap
fenomena yang dieksplorasi.®® Sementara fokus penelitian ini
berupaya menjelaskan secara mendalam alasan yang
melatarbelakangi ~ masyarakat ~Lombok  Tengah  masih
memberlakukan praktik perkawinan adat yang berbeda dari
ketentuan usia minimum perkawinan yang berlaku di Indonesia.
Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan pengaruh praktik

%7 Suatu pendekatan yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum
dan masyarakat, melihat bagaimana hukum dipengaruhi oleh dinamika sosial dan
bagaimana hukum mempengaruhi kehidupan masyarakat. Baca: Linda Mulcahy dan
Rachel Cahill-O’Callaghan, “Introduction: Socio-Legal Methodologies,” JL &
Soc’y S148(2021): 81-89, doi:10.1111/jols.12336; D. R. Harris, “The Development
of Socio-Legal Studies in the United Kingdom,” Legal Studies 3, no. 3 (1983): 315—
33,doi:10.1111/5.1748-121X.1983.tb00427.x; Anthony Walsh dan Craig Hemmens,
Law, Justice, and Society. A Sociolegal Introduction (New Y ork: Oxford University
Press, 2008), https://scholarworks.boisestate.edu/fac_books/67; Peter Pitzpatrick,
“Being Social in Socio-Legal Studies,” Journal of Law and Society 22, no. 1 (1995):
105-12, do0i:10.2307/1410707; Gabriel Ferreira da Fonseca, Lucas Fucci Amato,
dan Marco Antonio Loschiavo Leme de Barros, “Contemporary Socio-Legal
Studies: Empirical and Global Perspectives,” 2023.

68 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press, 1996), 73.
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perkawinan adat terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pasangan
dalam kehidupan perkawinan masyarakat Lombok Tengah. Selain
itu penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauhmana
otoritas adat dan agama, khususnya tokoh adat dan tokoh agama
atau tuan guru berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat
terkait penerapan usia minimum perkawinan. Terakhir, penelitian
ini bertujuan untuk menjelaskan respons otoritas hukum negara,
yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama
terhadap praktik perkawinan di bawah umur yang terjadi di
Lombok Tengah.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui
wawancara mendalam dan observasi secara langsung. Wawancara
dilakukan dengan 38 narasumber yang terdiri dari tokoh adat,
tokoh agama atau fuan guru, masyarakat setempat, individu yang
menjalani perkawinan di bawah umur, orang tua individu yang
menjalani perkawinan di bawah umur, aparatur desa di Lombok
Tengah, kepala UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)
Lombok Tengah dan otoritas hukum di wilayah Lombok Tengah,
yakni pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) dan hakim di
Pengadilan Agama. Wawancara dengan otoritas adat dan agama
seperti para tokoh adat dan tokoh agama atau tuan guru menjadi
penting karena peneliti berusaha melihat sejauhmana pengaruhnya
dalam membentuk pandangan dan sikap masyarakat terkait norma
dan nilai-nilai adat yang mungkin berbeda dengan ketentuan
hukum negara. Pendapat mereka dapat memberikan wawasan
tentang bagaimana norma-norma tersebut dipraktikkan dan
disosialisasikan dalam masyarakat serta bagaimana mereka
menavigasi antara adat dan hukum negara. Wawancara dengan
masyarakat setempat juga memberikan pandangan langsung
tentang bagaimana aturan adat diterapkan dalam kehidupan sehari-
hari dan bagaimana masyarakat memahami serta merespons
kebijakan hukum yang mungkin berbeda dengan adat. Hal ini
memungkinkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap
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tentang alasan masyarakat masih mempraktikkan perkawinan adat
dan penerapan yang kurang maksimal terhadap ketentuan usia
minimum perkawinan.

Wawancara dengan individu yang menjalani perkawinan di
bawah umur juga menjadi penting dalam memahami perspektif
langsung dari pihak yang mengalami praktik tersebut. Hal ini
memberikan gambaran mendalam tentang alasan, pengalaman dan
konsekuensi yang mereka hadapi dalam menjalani perkawinan di
bawah umur. Hasil wawancara ini nantinya membantu untuk
mengeksplorasi alasan pendorong yang dialami individu yang
menjalani perkawinan di bawah umur dalam konteks adat dan
kebijakan hukum negara yang berlaku. Wawancara dengan orang
tua individu yang menjalani perkawinan di bawah umur kemudian
memberikan wawasan mengenai alasan keluarga mendukung atau
bahkan mendorong perkawinan di bawah umur. Perspektif ini
penting untuk mengidentifikasi alasan yang mempengaruhi
keputusan mereka dan sejauhmana kesadaran mereka terhadap
dampak hukum dan sosial dari praktik tersebut.

Keterlibatan aparatur desa di Lombok Tengah dalam
wawancara bertujuan untuk mengkonfirmasi dan menjadi penguat
akan adanya praktik lokal di wilayahnya. Wawancara dengan
kepala UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)
selanjutnya menjadi relevan untuk memperoleh data dan informasi
mengenai jumlah yang mengajukan dispensasi kawin akibat
perkawinan di bawah umur. Penelitian ini juga melibatkan
wawancara dengan otoritas hukum, seperti pejabat KUA dan
hakim di Pengadilan Agama yang penting dilakukan untuk
memahami perspektif legal dan kebijakan terhadap perkawinan di
bawah umur di Lombok Tengah. Mereka dapat memberikan
informasi mengenai tantangan yang dihadapi dalam menegakkan
hukum di tengah-tengah keberagaman budaya dan bagaimana
mereka merespons dinamika antara hukum negara dan adat.
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Setiap informan dalam penelitian ini diberikan penjelasan
tentang tujuan penelitian yang dilakukan dan bagaimana data
mereka digunakan sebelum wawancara dilakukan serta meminta
persetujuan secara lisan sebelum wawancara dilakukan. Khusus
bagi informan yang berusia di bawah 19 tahun, persetujuan juga
diperoleh dari orang tua atau wali mereka. Komitmen untuk
menjaga kerahasiaan dan anonimitas (inisial) informan dalam
penelitian ini ditekankan guna melindungi privasi mereka,
terutama dalam hal informasi yang bersifat sensitif terkait praktik
perkawinan di bawah umur.

Observasi kemudian dilakukan sebagai bagian dari data
primer untuk mengamati praktik perkawinan adat secara langsung
serta interaksi antara masyarakat dan otoritas hukum. Dokumen
hukum seperti putusan Pengadilan Agama dan dokumen dari KUA
juga diakses sebagai dari data primer. Sedangkan data sekunder
terdiri dari literatur yang relevan, baik berupa sumber lisan
maupun tulisan yang mendukung analisis fenomena yang sedang
diteliti. Penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitik-eksplanatif
yang tidak hanya menggambarkan fenomena yang diteliti tetapi
juga menganalisis serta menjelaskan hubungan antar variabel yang
relevan.®” Dengan sifat penelitian ini diharapkan dapat
memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai
kompleksitas fenomena yang dikaji.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga
tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi,
menyederhanakan dan mengorganisir data hasil wawancara,
observasi serta dokumen hukum agar lebih terfokus pada isu utama
penelitian. Penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi

8 Abraham Ethan Martupa Sahat Marune, “Metamorfosis Metode Penelitian
Hukum: Mengarungi Eksplorasi yang Dinamis,” Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan
Pendidikan Kewarganegaraan 2, no. 4 (2023): 73-81,
doi:10.572349/civilia.v2i4.896.
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secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif untuk
memperjelas hubungan antar temuan. Sedangkan pada tahap
penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan
pola-pola yang muncul dari data untuk menghasilkan pemahaman
yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.’”’ Dalam
menjamin keabsahan data, diakui akan pentingnya melakukan
validasi melalui observasi lebih lanjut, konsultasi dengan teman
sejawat dan triangulasi. Langkah-langkah ini menunjukkan
komitmen terhadap keakuratan dan keberlanjutan temuan
penelitian.”!

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menjelaskan argumen pada disertasi ini, penting
untuk menyoroti keberhasilan penelitian dengan merinci setiap bab
dengan sistematika yang terstruktur. Berikut sistematika
pembahasan yang telah dirumuskan.
BAB I: Pendahuluan

Pendahuluan merupakan bagian awal dari sebuah penelitian
yang menjelaskan konteks dan latar belakang masalah yang
diteliti. Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang yang
menguraikan alasan utama dibalik pemilihan topik penelitian,
relevansi dan urgensinya. Rumusan masalah kemudian menyusun
pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui
penelitian 1ini. Tujuan dan kegunaan penelitian selanjutnya
diuraikan untuk menunjukkan hasil yang diharapkan dari
penelitian dan kontribusi yang akan diberikan baik secara
akademis maupun praktis. Kajian pustaka menyajikan tinjauan
terhadap penelitian terdahulu yang relevan dan identifikasi celah

70 Syofian Siregar, Statistika Deskriptif untuk Penelitian (Jakarta: Rajawali
Pers, 2010), 214.

! Feny Rita Fiantika dkk., Metodologi Penelitian Kualitatif (Get Press,
2022), 61.
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yang akan diisi oleh penelitian ini. Kerangka teoretik memaparkan
teori-teori yang akan digunakan sebagai landasan analisis dalam
penelitian ini. Metode penelitian menjelaskan pendekatan, metode
dan teknik yang digunakan dalam pengumpulan serta analisis data.
Sedangkan sistematika pembahasan memberikan gambaran
singkat tentang susunan bab dalam penelitian ini.

BAB II: Usia dan Administrasi Pencatatan Perkawinan di
Indonesia: Aspek Hukum dan Dampak

BAB II dalam pembahasan ini mengulas aspek usia dan
administrasi pencatatan perkawinan di Indonesia dengan fokus
pada hukum dan dampaknya. Sub-bab pertama membahas
ketentuan usia minimum perkawinan yang kemudian dijelaskan
secara detail berdasarkan kerangka hukum yang ada, seperti
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-
Undang No. 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas
Undang-Undang sebelumnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI)
serta perjanjian internasional seperti konvensi hak-hak anak dan
konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap
perempuan.

Bagian berikutnya membahas ketentuan administrasi
pencatatan perkawinan, meliputi dasar hukum yang mengatur
prosedur administrasi pencatatan perkawinan bagi umat Islam dan
non-Muslim. Penjelasan mencakup langkah-langkah prosedural
mulai dari pemeriksaan nikah, pelaksanaan akad nikah hingga
pencatatan dan penerbitan buku nikah serta ketentuan administrasi
pencatatan perkawinan di luar negeri. Sub-bab ini juga mengulas
pentingnya isbat nikah sebagai bentuk pengesahan perkawinan
dalam kondisi tertentu. Pembahasan berikutnya beralih pada
dampak perkawinan di bawah umur yang dikaji dari berbagai
aspek, meliputi dampak kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial,
psikologis serta implikasi hukumnya.

34



BAB III: Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Masyarakat
Lombok Tengah: Dinamika Penerapan Adat dan Ketentuan
Hukum Negara

BAB III membahas konstruksi sosial dalam praktik
perkawinan di bawah umur di masyarakat Lombok Tengah dengan
fokus pada dinamika adat setempat dan ketentuan hukum negara.
Pembahasan dimulai dengan potret umum Kabupaten Lombok
Tengah yang mencakup berbagai aspek seperti letak geografis,
jumlah penduduk dan komposisi agama, pembagian wilayah
administratif, sistem sosial dan kekeluargaan, keadaan ekonomi
dan pertanian, sektor pariwisata dan infrastruktur serta kondisi
pendidikan dan kesehatan. Tantangan pembangunan, termasuk isu
kemiskinan juga menjadi sorotan dalam memahami konteks sosial
daerah ini. Praktik perkawinan adat yang dikenal dengan tradisi
merarik selanjutnya dibahas secara detail, terdiri dari beberapa
tahapan, seperti pade saling meleq, midang, pesopok janji, bebait,
nyelabar, membait bande, bekawin, ngantung aji krame, begawe
hingga nyongkolan.

Bagian berikutnya dijelaskan tentang pengetahuan
masyarakat terhadap ketentuan hukum usia minimum perkawinan.
Sebagian masyarakat belum mengetahui adanya aturan ini akibat
kurangnya akses informasi hukum, rendahnya tingkat pendidikan
dan kuatnya pengaruh budaya lokal. Sementara pada sisi yang lain
terdapat juga masyarakat yang telah mengetahui aturan usia
minimum perkawinan namun tetap berpegang teguh pada kuatnya
tradisi yang diberlakukan. Dinamika penerapan ketentuan usia
minimum perkawinan dengan menyoroti bagaimana alasan budaya
dan keterampilan lokal mempengaruhi berlangsungnya praktik
perkawinan di bawah umur turut diulas. Kuatnya tradisi merarik
menjadi faktor utama didukung oleh syarat keterampilan seperti
menenun bagi perempuan dan bertani atau menggembala bagi laki-
laki yang masih menjadi tolok ukur kesiapan menikah di
masyarakat setempat.
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BAB IV: Pengaruh Tradisi terhadap Praktik Pemenuhan Hak
dan Kewajiban Pasangan di Masyarakat Lombok Tengah

BAB IV mengupas tema pengaruh tradisi terhadap praktik
pemenuhan hak dan kewajiban pasangan di masyarakat Lombok
Tengah. Bab ini dimulai dengan penjelasan pemenuhan hak dan
kewajiban pasangan dalam perkawinan, mencakup tiga dimensi
utama, yaitu peningkatan kemandirian dan kontribusi istri dalam
rumah tangga, dorongan bagi suami untuk menjalankan tanggung
jawabnya sebagai pencari nafkah utama serta peran perkawinan
dalam mempererat hubungan antara keluarga suami dan istri.
Bagian bab ini kemudian ditutup dengan mengeksplorasi
hubungan antara tradisi merarik, keterampilan yang
dipersyaratkan dan ketentuan batas usia minimum perkawinan.
Bab ini kemudian ditutup dengan analisis konstruksi sosial yang
memperlihatkan bagaimana nilai-nilai adat dan hukum negara
berinteraksi serta membentuk dinamika sosial yang kompleks
dalam masyarakat Lombok Tengah.
BAB V: Transkrip Tersembunyi dalam Pemahaman
Masyarakat Lombok Tengah terkait Usia Perkawinan:
Pengaruh Otoritas Adat dan Agama

Bab V membahas secara mendalam bagaimana otoritas adat
dan agama berperan dalam membentuk pemahaman masyarakat
Lombok Tengah mengenai wusia minimum perkawinan.
Pembahasan diawali dengan eksplorasi peran tokoh adat dalam
menjaga kesinambungan praktik perkawinan adat. Tokoh adat ini
tidak sekadar mempertahankan tradisi merarik tetapi juga
menghidupkan kembali syarat-syarat keterampilan sebagai bagian
penting dari proses pendidikan kultural bagi generasi muda.
Melalui praktik tersebut, nilai-nilai lokal terus ditanamkan dan
diwariskan lintas generasi. Setelah itu, kajian bergeser pada peran
tuan guru sebagai pemimpin agama yang memiliki otoritas moral
dan spiritual dalam masyarakat. Tuan guru tidak hanya bertindak
sebagai penafsir ajaran agama terkait kesiapan menikah melainkan
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juga turut memberikan legitimasi keagamaan atas praktik
perkawinan adat yang telah berlangsung lama. Dengan demikian,
otoritas keagamaan ini memainkan peran penting dalam
membentuk dan mengukuhkan cara pandang masyarakat terhadap
usia perkawinan sekaligus meneguhkan posisi nilai-nilai
tradisional dalam bingkai ajaran Islam. Sebagai penutup, bab ini
mengangkat dimensi transkrip tersembunyi dalam praktik
perkawinan di bawah umur.

BAB VI: Respons Otoritas Hukum Negara terhadap Praktik
Perkawinan di Bawah Umur di Lombok Tengah: Kantor
Urusan Agama dan Pengadilan Agama

BAB VI membahas respons otoritas hukum negara terhadap
praktik perkawinan di bawah umur di Lombok Tengah dengan
fokus pada kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh
lembaga terkait, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) dan
Pengadilan Agama Praya. Bab ini diawali dengan penjelasan
tentang respons Kantor Urusan Agama terhadap permohonan
pencatatan perkawinan di bawah umur. Respons KUA terbagi
menjadi dua, yaitu penolakan terhadap permohonan yang tidak
memenuhi syarat hukum dan pemberian rekomendasi dispensasi
kawin sebagai upaya untuk memastikan prosedur hukum tetap
diikuti.

Bagian berikutnya membahas respons Pengadilan Agama
Praya yang memiliki peran penting dalam memberikan keputusan
atas permohonan dispensasi kawin dan isbat nikah. Dalam
pengambilan  keputusan  dispensasi  kawin,  pengadilan
menggunakan dua pendekatan utama yaitu mengabulkan dan
menolak permohonan. Pengabulan permohonan dispensasi kawin
sering kali didasarkan pada tradisi selarian (merarik),
kekhawatiran terhadap pelanggaran norma agama, persetujuan dari
kedua belah pihak serta kesiapan fisik dan mental calon mempelai.
Di sisi lain permohonan dapat ditolak jika ditemukan
ketidaksiapan fisik dan mental calon mempelai, risiko terhadap
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kesehatan fisik mempelai perempuan, perlindungan hak
pendidikan dan kehidupan yang layak bagi anak serta prinsip
maqasid al-shari’ah yang mendahulukan kemaslahatan. Bab ini
ditutup dengan pembahasan mengenai isbat nikah bagi pasangan
di bawah umur yang menyoroti proses, pertimbangan dan
konsekuensi hukum dari pengesahan perkawinan yang
berlangsung di luar batas usia yang ditetapkan oleh negara.
BAB VII: Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang
menyajikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan analisis yang
telah dilakukan serta saran untuk penelitian lebih lanjut atau
rekomendasi praktis yang dapat diterapkan untuk memperbaiki
situasi yang ada. Kesimpulan memberikan ringkasan temuan
utama, sementara saran menyarankan langkah-langkah yang dapat
diambil oleh berbagai pihak terkait untuk meningkatkan kepatuhan
terhadap ketentuan usia minimum perkawinan di Lombok Tengah.
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BAB VII
PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang
menyajikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan analisis yang
telah dilakukan berdasarkan empat pokok masalah yang dikemukakan
dalam penelitian ini serta saran atau rekomendasi praktis yang dapat
diterapkan atau diimplementasikan.

A. Kesimpulan
Berdasarkan data-data temuan yang telah dikumpulkan,
dideskripsikan, dijelaskan, dianalisis dan didiskusikan dalam
setiap bab dengan memuat empat pokok masalah yang diajukan.

Penelitian ini menyimpulkan:

1. Praktik perkawinan adat seperti merarik yang berbeda dari
ketentuan usia minimum perkawinan masih dipraktikkan
masyarakat Lombok Tengah karena dibentuk oleh faktor
kesiapan menikah sebagai hasil dari penilaian kultural bukan
sekadar usia formal. Dalam realitas sosial masyarakat Sasak,
kesiapan menikah lebih dikaitkan dengan kemampuan
menenun bagi perempuan serta menggembala atau bertani bagi
laki-laki sehingga keterampilan praktis (kedewasaan lokal)
lebih diprioritaskan dari pada batas usia yang telah ditetapkan
oleh negara. Di tengah situasi tersebut juga ditemukan dua
kelompok yang telah diidentifikasi, yaitu sebagian masyarakat
belum mengetahui adanya aturan hukum terkait usia minimum
perkawinan karena keterbatasan informasi terkait hukum
negara, rendahnya pendidikan dan doktrin budaya lokal,
sementara sebagian lainnya telah mengetahuinya namun tetap
menjadikan nilai-nilai adat dan ukuran sosial sebagai tolok ukur
utama dalam menentukan kesiapan menikah. Keduanya sama-
sama menunjukkan bahwa ketentuan usia minimum belum
sepenuhnya menjadi rujukan tunggal dalam praktik
perkawinan. Oleh sebab itu keberlanjutan praktik perkawinan
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di bawah umur bukan sekadar disebabkan oleh penolakan
terhadap hukum negara melainkan lebih karena kuatnya sistem
sosial yang telah menginternalisasi makna kedewasaan melalui
mekanisme budaya yang hidup dan terus direproduksi.

. Praktik perkawinan adat di Lombok Tengah memiliki pengaruh
yang positif dan signifikan terhadap pemenuhan hak dan
kewajiban pasangan dalam rumah tangga, terutama melalui
pembagian peran yang telah terstruktur dalam sistem sosial
masyarakat Sasak. Keterampilan menenun bagi perempuan dan
menggembala atau bertani bagi laki-laki tidak hanya
merepresentasikan  kesiapan untuk menikah tetapi juga
berperan nyata dalam menopang stabilitas ekonomi keluarga
serta memperkuat kemandirian masing-masing pasangan dalam
menjalankan tanggung jawab domestik sebagai seorang suami-
istri. Tradisi ini selanjutnya turut mempererat relasi antara
keluarga besar suami dan istri tersebut sebagaimana tercermin
dalam prosesi nyelabar, begawe dan nyongkolan sekaligus
membentuk jaringan dukungan sosial yang memperkuat kohesi
bangunan rumah tangga.

. Pemahaman masyarakat Lombok Tengah mengenai penerapan
usia minimum perkawinan masih dipengaruhi oleh dua otoritas,
yakni tokoh adat dan tokoh agama. Tokoh adat berperan dalam
melestarikan tradisi merarik dan mendidik generasi muda
melalui penanaman nilai-nilai budaya, di mana keterampilan
seperti menenun, bertani atau menggembala dianggap sebagai
simbol kesiapan sosial untuk menikah. Kedua peran tersebut
membentuk pemahaman kolektif bahwa kesiapan menikah
tidak semata-mata ditentukan oleh usia administratif yang
ditentukan oleh negara melainkan melalui pengakuan sosial dan
pemenuhan nilai-nilai budaya yang dianggap relevan dengan
realitas lokal. Sementara Tokoh agama (twan guru)
menjalankan peran sentral dalam menafsirkan nilai-nilai
keislaman tentang kesiapan menikah dengan menekankan
bahwa seseorang dianggap layak menikah apabila telah baligh,
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sejalan dengan prinsip-prinsip fikih yang hidup dalam tradisi
keagamaan masyarakat. Dalam praktiknya fuan guru juga
memberikan legitimasi keagamaan terhadap perkawinan adat
termasuk yang berlangsung sebelum mencapai batas usia yang
ditentukan negara. Dalam lapisan yang lebih dalam terselip
semacam transkrip tersembunyi, yakni cara masyarakat
merumuskan sendiri makna kedewasaan dan pernikahan bukan
dengan menentang hukum negara secara terbuka melainkan
dengan tetap berpijak pada logika budaya yang mereka anggap
sah dan relevan. Pola inilah yang menjadikan praktik
perkawinan di bawah umur terus berlangsung, tampak biasa
dan seolah tidak bermasalah karena ditopang oleh sistem nilai
yang diam-diam direproduksi secara simbolik dan kolektif
dalam konstruksi sosial yang mereka hidupi.

. Respons otoritas hukum negara, khususnya Kantor Urusan
Agama (KUA) dan Pengadilan Agama di Lombok Tengah
terhadap praktik perkawinan di bawah umur menunjukkan
adanya ketegangan antara komitmen formal terhadap regulasi
dan kenyataan sosial yang diwarnai oleh kekuatan budaya
lokal. KUA secara normatif menolak pencatatan perkawinan
pasangan yang belum mencapai usia minimum sesuai Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan mengarahkan mereka untuk
menempuh jalur dispensasi kawin melalui Pengadilan Agama.
Namun karena tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan
pernikahan adat yang telah berlangsung di luar sistem
pencatatan negara, posisi KUA menjadi terbatas pada
pengelolaan administratif semata. Di sisi lain Pengadilan
Agama Praya menjalankan kewenangannya dalam menangani
permohonan dispensasi kawin dan isbat nikah secara prosedural
tetapi tetap mengakomodasi kompleksitas sosial yang
mengitari praktik perkawinan adat seperti merarik. Dispensasi
kawin dalam hal ini dikabulkan atas dasar desakan sosial dan
alasan kultural seperti menjaga kehormatan keluarga setelah
peristiwa “selarian” serta pertimbangan kesiapan ekonomi,
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restu keluarga dan kekhawatiran akan perbuatan zina. Meski
demikian, permohonan dispensasi kawin juga ditolak dengan
pertimbangan ketidaksiapan fisik dan mental calon mempelai,
perlindungan hak anak serta potensi dampak negatif terhadap
pendidikan dan kesehatan reproduksi. Sementara permohonan
isbat nikah untuk pasangan yang telah menikah secara adat
tanpa pencatatan resmi diterima setelah usia mereka memenuhi
syarat administratif. Oleh sebab itu meskipun negara telah
berupaya mencegah perkawinan di bawah umur, respons
kelembagaan tetap membuka ruang negosiasi terhadap nilai-
nilai lokal yang menunjukkan bahwa keberlanjutan praktik
tersebut tidak lepas dari mekanisme formal yang memberi celah
terhadap keberlakuan tradisi.

B. Saran

Temuan-temuan dalam penelitian ini memberikan petunjuk
penting bahwa persoalan perkawinan di bawah umur, khususnya
dalam konteks perkawinan adat di Lombok Tengah tidak semata-
mata menyangkut aspek legalitas semata melainkan juga bertaut
erat dengan nilai-nilai budaya, peran otoritas adat dan agama serta
struktur sosial yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu
setidaknya terdapat empat hal yang kiranya dapat menjadi pijakan
awal untuk penelitian lanjutan dan sekaligus rekomendasi strategis
bagi para pemangku kebijakan.

Pertama, sudah saatnya dilakukan eksplorasi mendalam
terhadap model edukasi berbasis masyarakat yang menjadikan
tradisi lokal bukan sebagai hambatan melainkan sebagai ruang
dialog yang konstruktif. Dalam konteks ini keterlibatan tuan guru
dan tokoh adat sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat
dan regulasi negara menjadi penting. Sebuah penelitian yang
berfokus pada peran mereka dalam menyampaikan dampak negatif
dari perkawinan di bawah umur, baik dari segi kesehatan
reproduksi, kelangsungan pendidikan maupun risiko kemiskinan
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struktural akan memberikan kontribusi besar terhadap upaya
advokasi yang berakar dari bawah.

Kedua, kajian mengenai integrasi antara hukum adat dan
hukum negara juga layak menjadi perhatian serius. Alih-alih
memposisikan keduanya sebagai dua kutub yang berseberangan,
pendekatan kebijakan yang inklusif dapat dikembangkan dengan
merumuskan kebijakan lokal yang mampu merangkul keduanya
dalam satu bingkai etik dan normatif. Peraturan daerah misalnya,
dapat dirancang tidak hanya sebagai instrumen penegakan hukum
tetapi juga sebagai arena mediasi nilai, di mana sanksi dan edukasi
berjalan beriringan serta tetap mempertimbangkan sensitivitas
budaya lokal.

Ketiga, aspek kelembagaan tidak boleh luput dari perhatian.
Lembaga seperti KUA dan Pengadilan Agama memainkan peran
sentral dalam praktik administratif dan hukum perkawinan. Maka
dari itu penelitian yang mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan
peningkatan kapasitas petugas di lapangan, khususnya dalam
menangani permohonan dispensasi kawin menjadi relevan.
Dengan dukungan modul pelatihan berbasis pendekatan sosial dan
budaya, diharapkan mereka mampu bersikap lebih adaptif namun
tetap berpijak pada prinsip perlindungan anak.

Keempat, potensi tradisi ekonomi lokal sebagai jalan keluar
dari tekanan struktural yang memicu perkawinan di bawah umur
juga menarik untuk dikaji. Aktivitas seperti menenun,
menggembala atau bertani yang selama ini dianggap sebagai
indikator kedewasaan simbolik dapat dialihkan menjadi instrumen
pemberdayaan ekonomi yang konkret. Studi-studi berbasis
partisipatif yang menggali potensi ini tidak hanya akan
memperkuat kemandirian anak perempuan tetapi juga membuka
jalan bagi revitalisasi adat dengan orientasi yang lebih progresif
dan berkeadilan.

Melalui arah penelitian dan kebijakan semacam ini,
harapannya adalah tercipta jembatan yang tidak hanya
menyambungkan antara hukum dan adat tetapi juga menjamin
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bahwa perlindungan terhadap hak-hak anak dapat diwujudkan
tanpa harus menanggalkan identitas budaya yang telah lama
mengakar. Kolaborasi antara nilai lokal dan kebijakan nasional
bukan saja mungkin melainkan mendesak untuk terus
diperjuangkan.
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